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Lampiran

Perihal : IMBAUAN REKENING KHUSUS DANA
KAMPANYE (RKDK)

Kepada :

Yth. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Blitar
Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Blitar
Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Blitar
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Blitar
Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Blitar
Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Blitar

. di-

BLITAR

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang;
‘ 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubemnur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
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5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
dan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan
1. Sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang
4 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta
. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagai berikut :
a. Pasal1
e angka 9 bahwa Dana Kampanye adaian sejumiah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan
Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan
Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
¢ angka 10 Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana
Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau
GabunganPartai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
b. Pasal 13
e Ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan
Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
e Ayat (2) Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan
. Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
e Ayat (3) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama
Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
e Ayat (4) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.
e Ayat (5) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh
Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh salah satu petugas yang
ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
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c. Pasal 14

e Ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan
Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota.

e Ayat (2) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik
dan/atau dilakukan penggantian.

e Ayat (3) Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
Lampiran pada LADK dan LPPDK.

2. Berkenaan dengan ketentuan tersebut diatas maka Bawaslu Kota Blitar mengimbau kepada Ketua DPD/DPC

Partai Politik Pengusui Pasangan Caion Waiikota dan Wakil Walikota Blitar Syauqui Muhibbin, SHi dan Elim

Tyu Samba untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Segera melakukan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) paling lambat hari Senin
tanggal 23 September 2024 sebagaimana Pasal 13 ayat (7) bahwa Pembukaan Rekening Khusus Dana

; Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan
. Pasangan Calon;

b. Melaporkan kepada KPU Kota Blitar 1 (satu) Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 14 ayat (1) bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan membuat dan
melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota.

c. Tidak melakukan penggantian Rekening Dana Kampanye yang telah dilaporkan kepada KPU Kota Blitar
sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik
dan/atau dilakukan penggantian;

d. Memberikan Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) kepada Bawaslu Kota Blitar sebagai

, bentuk kelaatan dan kepatuhan administrasi daiam meiaksanakan Tahapan Dana Kampanye pada
€ Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Blitar.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih..

Roma Hudi Fitrianto, SE

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip
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